


Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
41);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor
14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor
57);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun
2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 2093);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun
2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan
Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1318);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Repulik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 158);

9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016
Nomor 10);

10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun
2018 tentang Daftar Kewenangan Desa
(Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun
2018 Nomor 47); .




Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN:

Membentuk dan mengesahkan Desa Siaga Aktif di

Desa Depokharjo Kecamatan Parakan Kabupaten

Temanggung dengan  struktur kepengurusan

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak

terpisahkan dari keputusan ini.

Desa Siaga Aktif sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi

mewujudkan tercapainya Desa Siaga Aktif meliputi:

1. Meningkatkan pelaksanaan kebijakan pemerintah
desa dalam pembinaan desa siaga aktif;

2. Mengelola berbagai data dan informasi yang
berkaitan dengan program dan kegiatan desa
siaga aktif;

3. Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga
terkait dalam peningkatan kemitraan
pengembangan desa siaga aktif;

4. Menyusun rencana Kkegiatan tahunan dan
mengupayakan smber-sumber pendanaan untuk
mendukung kegiatan pembinaan desa siaga aktif;

5. Mnggerakkan partisipasi, gotong royong, dan
swadaya masyarakat dalam pengembangan desa
siaga aktif;

6. Meningkatkan koordinasi plaksanaan program
dan  kegiatan yang  berkaitan dengan
pengembangan desa siaga aktif

7. Meningkatkan kualitas pelayanan desa siaga aktif
kepada masyarakat;

8. Mengidentifikasi dan menganalisis masalah guna
pengembangan desa siaga aktif sesuai dengan
potensi dan kebutuhan desa;

9. Melakukan bimbingan, pembinaan, (fasilitasi,
advokasi, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan
program/kegiatan pengembangan desa siaga aktif
secara berkala dan beresinambungan; dan

10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan
oleh Kepala Desa.

Desa Siaga Aktif dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA, bertanggungjawab kepada Kepala Desa

dalam evaluasi dan pelaporan serta diberikan biaya

operasional kegiatan sesuai kemampuan keuangan
desa.

Masa Bakti Pengurus sejak Bulan Juli 2023 sampai

dengan Bulan Juli 2028










